LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara untuk Wajib Pajak (Eksportir)

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 mempermudah proses restitusi
PPN bagi Wajib Pajak?

Apakah PER-122/P1./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 memberikan kepastian jangka
waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN?

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 telah memberikan keadilan bagi
Wajib Pajak?

Apakah bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal
15 Agustus 2006 dan Analisa Risiko yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sesuai
dengan aktivitas ekspor Wajib Pajak?

Apabila bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal
15 Agustus 2006 mempersulit Wajib Pajak Eksportir, dokumen apa dan mengapa?

Apakah ada dokumen lain selain yang dipersyaratkan dalam PER-122/P)./2006
Tanggal 15 Agustus 2006 yang dipinjam oleh pemeriksa dalam proses pemeriksaan
restitusi PPN?

Apakah konfirmasi Faktur Pajak Masukan menjadi kendala dalam proses restitusi
PPN yang diajukan oleh Wajib Pajak? Mengapa?

Bagaimanakah proses/alur ekspor Wajib Pajak ?

Apakah Wajib Pajak melaksanakan sendiri proses ekspor tersebut atau mengunakan
jasa pihak lain?

Berapa lamakah jangka waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN yang ideal
menurut Wajib Pajak?

Manurut pendapat anda, apakah Pemeriksa Pajak sudah melaksanakan pemeriksaan
sesuai dengan PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? )

Apakah Pemeriksa Pajak melakukan/menggunakan teknik pemeriksaan alternatif

dalam proses pemeriksaan restitusi PPN? Bila ya, apakah teknik pemeriksaan
alternatif tersebut relevan dan memberikan keadilan kepada Wajib Pajak?
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Apakah dengan diterbitkannya PER-122/P)./2006 Tanggal 15 Agusius 2006
mempengaruhi kegiatan ekspor atau kegiatan usaha Wajib Pajak? Bila ya,
bagaimanakah anda mensikapi atau menghadapinya?

Menurut pendapat anda, apakah diperlukan penyempurnaan terhadap PER-
122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 20067 Bila ya, dibagian mana?

2. Pedoman wawancara untuk Pemeriksa Pajak (Fiskus)

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 mempermudah proses
pemeriksaan restitusi PPN Wajib Pajak Eksportir?

Apakah penentuan jangka waktu pemeriksaan dalam Pasal 5 PER-122/PJ./2006
Tanggal 15 Agustus 2006 telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan
dilapangan?

Menurut pendapat anda, berapa lamakah jangka wakiu penyelesaian pemeriksaan
restitusi PPN yang ideal?

Apakah bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal
15 Agustus 2006 sesuai dengan aktivitas ekspor Wajib Pajak?

Apakah dibutuhkan bukti atau dokmneh lain selain yang dipersyaratkan dalam PER-
122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 untuk bembuktikan kebenaran realisasi
transaksi ekspor?

Bagaimanakah alur ekspor Wajib Pajak ?

Menunit pendapat anda, apakah peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam alur
ekspor Wajib Pajak? |

Apakah anda sebagai Pemeriksa Pajak merasa terlindungi dan mendapatkan kepastian
hukum saat melaksanakan pemeriksaan restitusi PPN dengan diterbitkannya PER-
122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 20067

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 efektif untuk mendeteksi dan
mengungkap adanya praktek ekspor fiktif? Bila tidak, mengapa?

Apakah Master B/L sebagai dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006
Tanpgal 15 Agustus 2006 merupakan dokumen yang dapat menjamin kebenaran
transaksi ekspor? Bila tidak, menurut anda dokumen apa yang dapat menjamin
kebenaran transaksi ekspor?
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Apakah anda melakukan/menggunakan teknik pemeriksaan alternatif selain yang
disyaratkan dalam PER-122/P)./2006 Tanggal 15 Agustus 20067 Bila ya, teknik apa
dan bagaimana penerapannya?

Menurut pendapat anda, apakah diperlukan penyempurnaan terhadap PER-
122/P]./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? Bila ya, dibagian mana?

3. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sub Direktorat Peraturan Pajak
Pertambahan Nilai DJP

Apakah bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal
15 Agustus 2006 sesuai dengan aktivitas ekspor Wajib Pajak?

Apakah dibutuhkan bukti atau dokumen lain selain yang dipersyaratkan dalam PER-
122/P)./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 untuk bembuktikan kebenaran realisasi
transaksi ekspor?

Manurut pendapat anda, apakah Pemeriksa Pajak sudah terlindungi dan mendapatkan
kepastian hukum saat melaksanakan pemeriksaan restitusi PPN dengan
diterbitkannya PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 20067

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 efektif untuk mendeteksi dan
mengungkap adanya praktek ekspor fiktif? Bila tidak, mengapa?

Menurut pendapat anda, apakah peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam alur
ekspor Wajib Pajak?

Apakah Master B/L sebagai dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006
Tanggal 15 Agustus 2006 merupakan dokumen yang dapat menjamin kebenaran
transaksi ekspor? Bila tidak, menurt anda dokumen apa yang dapat menjamin
kebenaran transaksi ekspor?

Apakah perlu digunakan teknik pemeriksaan alternatif selain yang disyaratkan dalam
PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? Bila ya, teknik apa dan bagaimana
penerapannya?

Menurut pendapat anda, apakah diperlukan penyempurnaan terhadap PER-
122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 20067 Bila ya, dibagian mana?
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 122/P1./2006

TENTANG
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B dan Pasal 17C Undang-Undang Nomor
& Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat {13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Normor 18 Tahun 2000;
bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan
pelayanan prima kepada masyarakat Wajlb Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum yang
berkaitan dengan jangka waktu pengembalian keleblhan pembayaran pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c diatas, periu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Penyelesalan dan Tata Cara
Pengemballan Keleblhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nllal Pajak, atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1.

Undang-undang Nemor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesla Nemor 3984);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1583 tentang Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4199);

Keputusan Menterl Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/P)/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/P1.2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JANGKA WAKTU PENYELESATAN DAN TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

balam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilal, atau Pajak Pertarmbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.
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10.

11.

12.

13.

(1)
(2)

(1)

a. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nemeor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nllal Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sehagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2000; atau

b. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dalam hal ¢kspor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah.

Permohonan pengembalian adalah permoheonan pengemballan kelebihan pembayaran pajak yang

disampalkan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui :

2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permeohonan
pengemballan keleblhan pembayaran pajak dengan cara menglsl kolom " Dikembalikan
"{restitusl)”, atau

b. Surat permohonan tersendir, apabila kolom "Dikemballkan (restitusl)” dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilal tidak dilsi atau tidak mencantumkan tanda
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Keglatan tertentu adalah kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Hilal.

Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagalamana

dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2000.

Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana

dimaksud pada angka 4.

Surat permintaan bukti atau dokumen adalah surat yang diterbitkan cleh Kepala Kantor Pelayanan

Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang berisi permintaan agar Pengusaha Kena Pajak segera

melengkapi bukti-buktl atau dokurnen-dokumen yang harus disampaikan dalam pengajuan

permaehonan.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputl Surat Ketetapan Pajak Kureng Bayar atau

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surst ketetapan pajak yang menentukan jumlah keleblhan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan

yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk Pengusaha

Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Penelitian adalah serangkaian keglatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan penglsian Surat

Pemberitahiuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan

penghitungannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian keglatan untuk mencari, mengumgpulkan, mengelah data dan/atau

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

Permohonan pengemballan disampalkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan.

Permohonan pengemballan sebagalamana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 1 {satu) permochonan
untuk 1 (satu) Masa Pajak.

Pasal 3

Bukti-bukti atau dokumen-dekumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian

adalah :

a. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tldak berwujud dari Luar
Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Kelvaran dan Faktur Pajak
Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian,
termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :

1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur
penjualan/faktur pembelian;

2) Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan

3} Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.
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(2)

3

(1)

(2

(3)

(4)

(5}

(6)

(7)

pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan PIB tersebut;

2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;
3) Surat kuasa kepada atau dokumen laln dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan
{PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada
PPIK.
c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :
1) Pemberitahuan Ekspor Barang {PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor cleh

pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukal yang berwenang dan dilampiri dengan
faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB
tersebut.

2) Instrukst pengangkutan {(melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L
atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus
dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak
yang menerbitkannya}, dan packing list;

3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lalnnya dari bank, yang telah
dllegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopl L/C yang telah dilegalisasi
oleh bank korasponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;

4) Asll atau fotokopi yang telah dilegallsasl polis asuransl Barang Kena Pajak yang
dleskpor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor dlasuransikan; dan
5) Sertifikasl dari instans| tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen

Perdagangan, Departemen Pertantan, Departemen Kehutanan, atau badan lain
seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.

d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak
Pertambahan Nllal, yaitu :

1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis
lainnya; dan
2) Surat Setoran Pajak.

e. Dalam hal permohenan pengembalian yang dizjukan meliputi keleblhan pembayaran pajak
akibat kompensasl dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen
yang disampalkan mellputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai
dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan keleblhan pembayaran pajak Masa Pajak yang
bersangkutan.

Dalam hal permohonan pengembalian diajukan cleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, bukti-bukti atau dokumen-dokurpen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf a sampai dengan huruf d tidak wajlb disampaikan:

Dalam hat atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) terdapat kempensasl kelebihan pembayaran pajak dari Masa-

masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kriteria

Tertentu dilakukan permeriksaan, maka Pengusaha Kena Pajak Kriteriz Tertentu wajib melengkapi

bukti-buktb atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf 4.

Pasal 4

Bukti-buktt atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} dapat disampaikan
secara lengkap bersamaan dengan penyampalan permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah
disampalkannya permochonan pengermbalian.

Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1}
disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-buktl atau dokumen-dokumen
tersebut paling lambat 1 {satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Datam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan bukti atau dokumen kepada
Pengusaha Kena Pajak.

Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bukti-bukti atau dokumen-
dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 (satu} bulan sejak saat
ditertimanya permohonan.

Apablla sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengusaha

Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam
permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesual dengan data yang
ada atau diterima.

Dalam hal permohonan pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat
pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagalmana terlampir
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat pada saat penyampalan pemberitahuan
hasil pemeriksaan.

Dalam hal bukti-bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah
Jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (2} berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen

tersgRG MEHBR TRR RIS Yana A IR AALRAIR: SRR PRSFiig0e, Pada saat keberatan,

TaxBase 2007



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2]

(1)
(2)

maupun pada saat banding.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surag ketetapan pajak

paling lambat :

a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan
pengembalian dlajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu
sebagalmana dimaksud dalam Pasal I angka 5 yang memiliki risiko rendah.

b. 4 {empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan
pengembalian diajukan cleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 sefain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

C. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal
permohonan pengermnballan dlajukan oleh :

1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan
Pengusaha Kena Pajak melakukan keglatan tertentu sebagaimana dimaksud pada
. huruf a dan huruf b; atau
2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf a yang semula memillkl risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa
Pajak sebelumnya ternyata diketahul memibliki risiko tinggl, dilakukan pemeriksaan
lengkap balk satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

Dlrektur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang diajukan

oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, harus

menerbitkan Suret Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lambat

1 {satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Pasal &

Saat diterimanya perrnohonan secara lengkap sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah
saat dimana permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 telah
dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokurnen yang harus disampaikan Pengusaha
Kena Pajak dalam rangka permochonan pengembalian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Dalam hal sampal dengan jangka waktu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4
ayat (4} berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapl seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen
yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka saat diterimanya permohonan secara
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat berakhimya jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak saat permohonan diterima.

Pasal 7

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memillikl risiko rendah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Pengusaha Kena Pajak yang mefakukan penyerahan
kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan keglatan
ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan :

a. produsen;
b. perusahaan terbuka; atau
c. perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau daerah.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/
atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan keglatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan
produsen sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit
75% (tujuh puluh lima persen} darl jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang
dihasilkan dari mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.

Pasal 8
Pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku di bidang pemeriksaan.

Untuk kepentingan pemeriksaan, pemeriksa dapat meminjam buku-buku, c¢atatan-catatan, atau
dokumen-dokumen lgin yang berkenaan dengan permchonan pengembalian.

Pasal 9

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah lewat dan Direktur Jenderal Paijak tidak
menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan, maka permohonan pengembalian yang dlajukan
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Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut
berakhir.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan
pemeriksaan yang meliputi semua jenls pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan
tertentu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 6 dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

(2) Apabila berdasarkan hasll pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi
administrasl berupa kenalkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5} Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000,

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak inl mulai berlaku, Keputusan Plrektur Jenderal Pajak Nomor
KEP-160/P].f2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Untuk permoheonan pengembalian yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau disampaikan oleh
Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jendersl Pajak ini,
berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus
diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-160/P1,/2001 tentang Tata Cara Pengemballan Kelebthan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
dan/atau Pajsk Penjualan atas Barang Mewah, paling lambak 12 {dua belas) bulan sejak Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan; )

b. Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak-nya belum
diterbitkan maka permohonan pengemballan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu)} bulan sejak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Ini mulai berlaku sejak tahggaf ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2006
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098
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Jumat, 20 Yanubrl 2006

Pegawai Bank lkut Terlibat Ekspor Fiktif
DPR Minta Polisi Segera Invesligasi Agen Pelayaran

Jakarta, Kompas - Kasus ekspor fikiif yang dilakukan perusahaan eksperlir
ternyala Juga melibalkan pihak bank dalam pencairan reslitusi pajak. Pihak
kepolislan Juga menduga ada praklik pencucian vang dalam ekspor fiktsf ini
sehingga penyidikan juga akan dlarahkan pada kejahalan pencuclan uang.

"Keleirlibatan bank di sinl adalah dalam pencalran dana reslitusi yanp sudah
disatu]ui kantor pelayanan pajak. Menurut pengakuan eksporllr dan pajabal
palak yang kami pariksa, dalam pencairah dana tersebut, oknum petugas bank
diberi fee sebesar lima persen dari nilal ransaksl,” kata Kepala Kepolislan
Reser Kesatuan Pelaksana Penpgamanan Pelabuhan Tanfung Priok Ajun
Komlsaris Besar Lucky Harmawan, Kamis (19/1) dl Jakada,

la mengalakan, pinaknya bersama Bm penyidik dari Kepolisian Craerah Metro
Jaya telah mempelafari dokumen pencalran dana restilusi yang dilakvkan para
ekspordr. Dan situ dikelahui, temyata para eksporlir hanya mencairkan dana di
bank lertenlu, Kasus ekspor fiklif ilu sendiri saat int sudah dilimpahkan ke Balda,

Search :

Melro Jaya.

"Apa pun namanya, kalau cknum pihak parbankan sudah mendapalkan fe
berartt sudah termasuk pelanggaran dan ini bisa dimasukkan dalam kateg
korupsi,” ujar Lucky.

Dari penyidikan pihak kepolisian juga terungkap, dalam melakukan ekspor|

eksporlir juga melaksanakan pernbukaan surat kredit {L/C) di bank seswval
dengan prosedur. Namun, analisis polisi, eksporlir, dan imporiir merupakan
sindikasi.

- Arlinya, uang yang dibayarkan di bank marupakan vang kelompok mereka

sendiri, "Bahasa lainnya, uang itu hanya berpindah rekening saja sehingga L/C
bisa dibuka sebagal salah salu persyaratan pencairan dana reslilusi pajak.
Padahal, barang yang dikalakan diekspar, sesungguhnya lidak pernah dikiim,”
kalanya.

Tiga pelabuhan lfaln

Lucky mengatakan, dari pengembangan penyidikan, praklik ekspor fikiif ini
lermyata tak hanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, telapl [uga dl Pefabuhan
Tanjung Emas (Semarang), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), dan
Pelabuhan Belawan {Meadan). Polisl saat ini sedang menggjar 13 parusahaan
eksportir yang diduga melakukan praklik ekspor fiktif dan dar 13 perusahaan
ilu, 11 di anlaranya termnyata lerbukli melakukan ekspor fiklif.

Di tempal lerpisan, Ketua Komisi V DPR Ahmad Mugowam meminta pihak
kepolislan memeriksa perusahaan agen palayaran yang didupa terlibat datam
penerbitan dokumen bill of ladding (B} fkEL, "Kalau barang tidak pemah
masuk pelabuhan, kenapa bisa diterbilkan B/L, ini jelas penfpuan namanya dan
perusahaan pelayaran seperti ini harus diperiksa,” kala Mugowam,

Dikatakan, masalah ekspor fiktif merupakan persoalan besar yang harus
diselesaikan secara tuntas. "Kepala Polri harus turun tangan, apalagi kasus ini
bisa saja terjadi di semua pelabuhan intemasional kita. Bisa dibayangkan
berapa besar keruglan negara,” kala Mugowam.

Menurul dla, pemerinlah harus segera membienahi sistem di pelabuhan dari
hulu sampai hilir. Fa mengatakan, potensi korupsi di pelabuhan memang cukup
besar karena sisten yang karul-marut.

Menleri Perhubungan Halla Rajasa mengatakan, pihaknya juga sudah
menurenkan tm untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga teribal
dalam penarbitan B/L fikkF.
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Menanpgapi hal ilu, Lucky mengalakan, pihaknya sudah menangkap safah
seorang dari perusahaan agen pelayaran yang {erbukll menerbitkan dokumean
B fkll. "Orangnya sudah kami 1ahan dan sekarang sedang diperiksa,” kala
Lucky. (FER/ISAM/OTW)
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| (Beta) Jakarta, Kompas - Ekspor fikltif, khususnya tekstil dan produk
i tekstil, diperkirakan telah berlangsung puluhan tahun. Salah
I satu penyebab ekspor fiktif adalah penggunaan dokumen muat
, - - kapzl (bill of lading/BL) yang diterbilkan agen~agen pelayaran,
' bukan dokumen BL yang diterbitkan perusahaan pelayaran

. Already a member? (master BL).

Signan Lo Yahoo!

Hal itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia
- (AP]) Benny Soelrisno, yang sedang berada di Madinah, Arab

- Saudi, Jumal {13/1), sehubungan dengan dugaan korupsi
restitusi pajak yang berkaitan dengan ekspor fiktif. Berkaitan
dengan masalah ini, empat pejabat Kantor Pelayanan Pajak
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, ditangkap sebagai
tersangka. .

Yahoo! Groups Tips

Did you know...

Want to share photos of
your group with the
world? Add @ graup
pholw ta Fhekr.

Ekspor fiktif itu sudah lama. Saya perkirakan sudah terjadi
gejak adanya program sertifikat ekspor tahun 1980-an, kata
enny.

'
1
1
.

| —

Ta menjelaskan, pada tahun 1980-an pemerintah memberikan
banyak insentif untuk mendorong ekspor tekstil dan produk

Best of Y! Groups tekstil (TPT), seperti bunga pinjaman yang lebih rendah dan
bunga komersial, kebijakan restitusi pajak, dan subsidi lainnya.
m Check them Namun, eksportir nakal memanfaatkan insentif-insentif itu

=2 £FL outand untuk melakukan ekspor fiktif, 3€1 Jadi, itu ekses dani
Ay nominate kebijakan. Kebijakan itu sendiri positif,2€] katanya.
your group. o )
Menurut Benny, salah satu penyebab terjadinya ekspor [ikLii
adalah eksportir cukup menggunakan dokumen BL yang
diterbitkan agen-agen pelayaran asing dalam mengekspor.

Dokumen BL yang diterbitkan agen—agen itu banyak
disalahgunakan dan diselewengkan. Jadi, agen pelayaran
membuat dokumen BL, eksportir memproses pemberitahuan
ekspor barang (PEB) di Bea dan Cukai (BC), bahkan ke Pajak
untuk mendapatkan restitusi. Namun, barangnya tidak ada. Itu
namanya ekspor angin, ucapnya.

Menurut Benny, aparat BC selama ini cukup mengesahkan
(endorse) dokumen ekspor dengan BL yang diterbitkan agen
pelayaran.
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Karena itu, untuk keperluan ekspor-impor seharusnya
i digunakan master BL, yaitu BL yang diterbitkan perusahaan
pelayaran secara langsung, bukan agen pelayaran.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen 1
Perdagangan Diah Maulida mengatakan, ekspor [iktif dapat
menyehabkan data ekspor menjadi semu. Hanya mungkin
persentasenya kecil, katanya, Ekspor {iktif bisa juga terjadi
pada produk ekspor lainnya.

Polisi yang mengusut kasus dugaan korupsi ekspor fiktif
mendapatkan informasi dari Kantor Imigrasi bahwa ada
pengusaha-pengusaha yang diidentifikasi terkait dengan kasus
dugaan korupsi tni beramai—-ramaj pergi ke Malaysia dan
Singapura sejak Kasus tersebut terbongkar. Setidaknya ada
delapan pengusaha vang pergi ke negara~negara ilu. Salah
satunya AS, yang masuk dalam daftar pencarian orang.

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya Inspektur Jenderal :
M Firman Gani, Jumat di Jakarta, mengemukakan, polisi tidak i
bisa melakukan pencekalan sebelum mereka ditetapkan sebagai !
tersangka.

Kepala Kepolisian Resor Kesatuan Pelaksana Pengamanan
Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Lucky
Hermawan mengatakan, sejak 4-10 Januari 2006 pihaknya
mendapal laporan adanya eksodus warga India. Pada kurun itu |
tercatat 61 warga India yang eksodus dari Indonesia ke :
Mzlaysia, Singapura, dan China. Diduga sebagian adalah orang-
orang yang terkait dengan kasus ini.

Namun, Lucky mengungkapkan, polisi kemarin menangkap lagi
tersangka ber1n|51al J. la ditangkap di Bandung, Jawa Barat.
Dalam kasus ini, J herperan sehagai makelar yang
mengl‘i{lubungkan eksportir fikti dengan sejumlah ritel dan
pabrik.

Pabrik~pabrik yang menjual faktur pajak melalui makelar ilu
umumnya berlokasi di Bandung dan ritel-ritel penjual faktur
pajak di Jakarta. Dari perannya, lanjut Lucky, pria yang bekerja
sebagal konsultan pabrik berimsial H di Bandung itu mendapat
komisi 3,5 persen dari nilai penjualan faktur.

Jika nilai fakturnya Rp I miliar, ia mendapat Rp 35 juta,
katanya. (FER/MAS/SAM) i
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_ ) administrasi perpajakan, restrukturisasi yang menuju kepada efisiensi yang lebih tinggs,
Sindikasi Berita menuju kepada tangkah-langkah yang lebih responsif, lebih akunlabel, lebih efektif. Dengan
demikian, akhimya kinerja perpajakan makin tinggi, penerimaan negara dari pajak makin
optimal.

Saudara-saudara,

Kita memang ingin rezim perpajakan yang berfaku di negeri ini {epat untuk betul-betut
pertama memenuhi rasa keadilan, kemudian juga bisa mendapatkan penerimaan negara
yang oplimal, seraya sekaligus mengembangkan ikdim investasi dan ikiim bisnis yang baik.
Oleh karena itulah, beberapa isu yang kini mencuat di permukaan, saya masih ingat sejak
tahun 2006-2007 seolah-olah tidak ada keselaraan antara wajib pajak dengan petugas pajak
yang ini banyak dikefubkan oleh kalangan dunia usaha, maka mekanisme yang berangsung
sekarang ini, hubungan di antara wajib pajak dan pelugas pajak makin baik, makin baik,
makin sehal dan makin fair. Ini harus kita pertahankan. Dengan demikian, proses itu menjadi
sehat, akuntabel. Dengan demikian, kalau ada perbedaan di antara wajib pajak dan petugas
pajak, maka selfemeni-nya itu betul-betul mendasarkan pada kaidah-kaidah pemerintahan
yang baik, good govemmance dan bes! practices.

Kita juga mendengar bahwa yang menjadi keperdutian dunia usaha, agar kebijakan
parpajakan di negeri kita ini tidak mengurangi daya saing mereka, ketika harus bersaing
dengan dunia usaha di negara lain, Misalnya kita tahu, kita sering dengar investor akan
memilih investasi di sebuah negara yang tala cara dan besaran pajaknya ilu baik untuk
mereka. Tenlu kita juga melihat semuanya ini dengan seksama, tentu unluk tujuan yang baik,
sehingga kita pun juga terus mengembangkan kebijakan pajak, lermasuk pemberian insentif
pajak, insentf fiskal yang tujuannya adalah untuk menggerakkan semua dunfa usaha, yang
akhimya memberikan penerimaannya [ebih besar lagi bagi negara.

Disamping itu di berbagal sub sektor usaha, sektor riil, kila juga terus mengolah, menelaah,
memikirkan kehijakan apa yang lepat sehingga kebangkitan dunia usaha itu akan
menciptakan lapangan pekarjaan yang lebih baik, lsbih banyak maksud saya. Dengan
demikian, tujuan pembangunan ekonomi pasca Krisis ini, yaitu terjadinya perlumbuhan alau
growth, terciplanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, jobs dan juga upaya pengurangan
kemiskinan yang lebih bagus, poverdy, itu bisa dilakukan lermasuk konlribusi yang rill, yang
nyata dan sub seklor perpajakan.

Saudara-saudara,

Satu hal yang juga kita bahas dalam perlemuan di atas adalah bagaimana menghadapi
gejolak ekonomi dunia, seperti lingginya harga minyak mentah, inflasi pangan yang terjadi di
lingkat global yang tenlu dampaknya langsung kita rasakan, kila bisa menyelamatkan APBN
untuk takun 2008 ini. Kontribusi dari penerimaan pajak menjadi sangal penling untuk
memasbkan, bahwa defisit yang bisa kita terima ilu rasional, reasonable, kemudian juga
pangeluaran yang bisa kita keluarkan ini juga tepat, karena bagaimanapun ada pengaruh dari
subsidi yang akan Kita keluarkan menyusul kenaikan harga minyak dunia yang sekarang
begitu linggi, yang tidak pernah lerjadi datam sejarah perminyakan di dunia dan tentunya di
nager kita.

Sekali lagi, kita ingin menyesuaikan APBN tahun 2008 ini yang sehat, yang tetap bisa
melakukan stimulasi untuk periumbuhan, 1api juga mefindungi rakyat, lerulama rakyat yang
lemah dalam bentuk subsidi dan upaya-upaya lain, sehingga insya Allah APBN tahun ini
dapal menjalankan tugasnya untuk membiayai pembangunan, uniuk meningkatkan
kesejahleraan rakyat ataupun untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan.

llulah Saudara-saudara, yang dapat saya sampaikan, apa yang kita bahas dalam peremuan
tadi. Dan tadi saya memberikan penghargaan yang linggi kepada jajaran Direktorat Jenderal
Pajak alas langkah-langkah yang firm, sejumlah pelugas pajak telah mendapatkan tindakan
disiplin bagi mereka yang tdak bisa menjalankan lugasnya dengan baik dan itu langkah-
langkah yang baik, Saya juga berharap petugas pajak yang memiliki prestasi yang bagus,
tolong jangan lupa diberikan penghargaan karena bagaimanapun reward and punishment
menjadi sangal penting, agar organisasi ini tetap berjalan secara sehat, makin bersemangat
unfuk mangemban lugas-lugasnya lebih baik lagi.
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Demikian Saudara-saudara, saya berkan kesempatan kalau ada pertanyaan kepada saya.

Sdr. Wisnu, SKH. Kompas

Terima kasih. Saya Wisnu dani Kompas, Pak. Terkall dengan gejolak ekonomi global, kita
memiliki keuntungan juga di kelapa sawit, lalu batubara dan komoditas yang kita ekspor.
Bagaimana upaya Pemerintah uniuk mengeptimalkan pemasukan pajak dan kamoditas yang
kita miliki yang sangat banyak dan hasilnya cukup besar? Lalu yang kedua, katau boleh kami
tahu berapa pajak yang Bapak setorkan ke Dirjend Pajak?

Preslden Republlk Indonesla )

Baik, terima kasih. Yang kedua, dulu pajak yang saya bayar lidak jauh beda dengan tahun
lalu, karena memang gaji Prasiden sampai tahun keempal tidak naik. Dengan demikian,
tahun ini saya bayar Rp 127 jula dari penghasilan saya, Tahun lalu Rp 115 juta, hanya
kenaikan sedikit flupun karena wnjangan pensiun saya naik dan bebarapa insentif di situ.
Tapi saya berusaha unfuk dapat membayar persis seperti penghasilan saya yang saya terima
pada tahun 2007 yang lalu.

Yang kedua, kita juga membahas ladi Saudan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak juga
melapor kepada saya tentang upaya bagaimana kita bisa menerima secara adil mereka-
mereka yang mengalami booming, mereka-mereka yang mendapatkan windfall profit yang
linggi itu namanya adil. Saya juga menyampaikan pada kalangan dunia usaha yang sedang
menerima rejeki dalam perkembangan ekonomi glabal ini untuk juga bisa berkeninibusi lebinh
kesar pada negamanya. Kontribusi ilu unluk membanlu rakyat kila yang barangkali mengalami
persoalan, karena kenaikan harga-harga pangan.

Saudara tahu bahwa saya sudah menelapkan paket kebijakan stabilisasi pangan, insirumen
fiskal dan inslrumen non fiskal. Harapan saya belul-betullah saudara-saudara kita pengelola
CPO, pengelola batubara dan sektor-sektor 12in yang di tingkat global sekarang mendapatkan
keunlungar yang besar uniuk juga bisa berkontribusi lebih banyak. Dan saya minta Difen
Pajak untuk tajam melihat itu, jangan sampai epportunily kila sia-siakan karena wjuan kita
adalah yang kuat, yang sedang mendapatkan rejeki besar bisa memberikan kepada negara
yang oleh negara akan digunakan untuk membantu mereka yang lemah alaupun yang
sedang mengalami kesulitan, karena perkembangan ekonomi dewasa ini,

Sdr. Igun, SKH. Koran Tempo

Selamat siang, Pak Presiden. Saya Igun dar Koran Tempo. Yang ingin saya lanyakan
beberapa waktu lalu Dijen Pajak paman melansir ada kurang bayar pajak, Pak dari
perusahaan-perusahaan batubara dan sawit yang jumiahnya signifikan. Kemudian ada juga
pengemplang pajak, Pak, yang sampai sekarang belum juga bisa diselesaikan, Kalau enggak
salah pengemplang pajak dan batubara dan CPO saja dan kurun waktu 2004 sampai 2006
ditambah 2007, ada sekitar Rp 6 liliun, Pak. Kemudian pengemplang pajak yang terbesar
yang sekarang sedang diselidiki cleh Dirjen Pajak, Asrian Add, Rp 1.3 triliun. Saya pikir ini
cukup signifikan ketika unluk bisa nambah di penerimaan, Pak. Saya minla pendapat Bapak
lentang hal ini, Pak, apakah ladi ditekankan dalam rapat unluk segera menyelesaikan
pengusaha-pengusaha yang mungkin agak sedikil nakal int, Pak. Terima kasih.

Praslden Republik Indonesla

Belut, Difjen Pajak melaporkan dan saya instruksikan, selesaikan dengan baik, Lebih cepal
lebih baik. Ini juga unluk kepentingan kita semua. klim usaha yang baik, keadilan yang harus
kila hadirkan. Jadi tadi memang disamping usaha-usaha yang sedang booming tadi seperti
CPO, batubara juga Asrian Adri tadi yang dilaporkan kepada saya, rinciannya cukup jelas
iadi. Dan ini kesempatan yang baik untuk saya meminia Saudari Menteri Keuangan, Dirjen
Pajak selesaikan sebaik-baiknya, fair, transparan, akuntabel. Supaya rakyal juga lahu siapa
di negeri ini yang patuh dan betul-betul membayar pajak sebagaimana meslinya dan siapa di
negeri ini yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, padahal memiliki kemampuan
untuk bisa membantu negara, membaniu rakyat.

Kalau lidak ada, terima kasih.
Wassallamu'alaiiwum warahmalufiahi wabarakatuh.
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